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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO.IDIRRI NEWS UNTUK

DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PROMOSI

POTENSI DAERAH

NaMle}Rt lge t e t3 3 /1? 2y / aot y.
NOMOR: ?4/PKSIRRI-SBG/0812 0t4

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dria Puluh Empal

(12-09-2024), bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota

Fadangsidimpuan! karni yang bcrtanda tangan di bawah ini :

I. Nurcahya Budi Suretyon S.T : Dalam jatratannya selaku Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota

Padangsidimpu&n? yeng berkedudukan

di Jl. Brigiend Katamso No.7, Bincar',

Padangsidimpuan Utara, Kota P*dang

Sidempuan, Sutnatera Utara, untuk

selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KESATU.

: Dalarn jabatannya selaku Kepala RRI

Sibclga yang berkeelurdukan di Jl. Ade

Inna Suryani Nasution No^ I l,

Sirnare-mare, Sibolga Utara, Kota

Sibolga. Dalnm hal ini menjalani

jabatannya sebagaimana tersebut

berdas*rkan SK Direktur Utama LPP

RRI Nomor 666 Tahun 2034, tanggal 17

April 2024, untuk selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA

II. Yanni Peter Latuheru, $.Sos



Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA $eeara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan

sceara bersama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih d*ulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan

2. Fihak Kedua adalah Lernbaga Penyiaran Fublik Radio Republik Indonesia Stasiun

RRI Sibolga.

Berdasarkan hal tersebut di &t&sn sesuai dengan kedudukan dan kewenangan

masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjia:r Kerja

Sama tentang Femanfaqtan Portal rri.eo.idlRRl News untuk diseminasi infurm*si
pembangunan dan promcsi patensi d*erah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai

berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

l. Perjaqfian ini dimaksudkaa scbagai pedoman bagi Para Pihak dalarn melakukan kerja

sama mclalui k*giatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Pcrjanjian ini.

2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para

Pihak dalarn rangka kelanearan pelaksanaan tug&$, fungsi, dan kewenangan

masing-masing pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang tingkup Perjanjian ini meliputi:

L Penyebarluasan berita daerah/provinsi yang bersumber dari dinas-dinas setempat untuk

mernperbanyak literatur berita oniine RRI.

2. Penyediaan alokasi RarasuRrber yang dibutuhkan untuk kepentingat siaran yang terkait

dengan diserninasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

3, Penyediaan saluran keimunikasi dan informasi antara Pernerintah Daerah (Kota/

Kabupaten) dengan masy*rak*t dalarn hal penyebaran berita daerah/provinsi maupun

promosi potensi daerah setempat.
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PASAL 3
HAK DAN KEWAJIB,A.I{ PARA PIH.A.K

Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu:

a. Mendapatkan kesempatan untuk bcrkoordinasi dalam msreneanakan,

melaksanakan, dan evaluasi peran Pihak Kedua, dalarn kegiakn pengelolaan

informasi dan komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak

termasuk press release), berita foto, dan atau berita video kedslam eontent

Management System (CMS);

b. Meudapa&an narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan tekais lainnya;

c. Mendapatkan *kun pengguna eontent Management System (eMS) dari Pihak

Kesatu untuk kegiataa peagiriman konten informasi;

d. Mendapatkan dukungan penyebarluasan informasi kegietan Pihak Kesatu melalui

sarflra dan prasarana siaran videotrou milik Pihak Kedua dengan sebelumuya

dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;

c. Untuk pelaksanaan Perjaqjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat t humf (a),

(b), dan (e), Fara Pihak dapat menunjuk Perangkat Daerah dar:/atau Unit Kerja

masing-masing Pihak dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan seeara

daring mauBun luring;

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

a. Memberikan kesempatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, rnelaksanakan,

dan evaluasi peran Pihak Kesatu, dalam kegiatan pengelolaan informasi dan

komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk press

release), berita foto, dan atau berita videa kedalarn eontent Management System

(eMS);
b. Memberikan narasumber dalam pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;

c. Memberikan akun pengguna eontent Manageruent System (CMS) kepada Pihak

Kesatu untuk kegiatan pengiriman konten infurmasi;

d. Membcriken dukungatr penyebarluasan infonnasi kegiatan Pihak Kesatu rnelalui

$ar&na dan prasarana siaran dengan sebelunrnya dilakukan porsetujuan terletrih

dahulu oleh Pihak Keduat

e. Sebagaimana dimaksud ayat 2 humf (a), (b), dan (c), Para Pihak dapat menunjuk
Perangkat Daerah darlatau Unit Kerja masing-masing Pihak dan dalarn pelaksanaan

kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring;

2.
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PASAL 4
JANCKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (sntu) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatangani.
Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, atas perserujuan
Para Pihak melalui pernberitahuau tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau
pengakhiran.

1.

FASAT 5
HAK ATAS Kg,KAYAAN TNTETEKTUAT

Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan
kegiatan Perjanjian Keq"a sama ini tetap menjadi milik pihak tersebut.
Para Pihak menjarnin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dad pelangg*ran
hak-hak yang *ah ataupun yang masih tialarn proses sengketa keabsahan Hak
Kekayaarr Intelektual pihak diluar para pihak.

3. P*ra Pihak harus hertanggung jawab apabila adanya klaim kepenilikan legalitas
penggunaen Hak Kekayaran Intclektual yang dibawa oleh masing-masing pihak
untuk pelaksanaan kegiatan perianjian Keda Sarna ini.

PASAL 6
PE,MBIAYAd.N

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peqjanjian Kerja Sama ini
dibc'bankan pada anggaran masing-masing Pihak berdasarlcan ketenhran pereturan
perundang-undangan.

KetentuaR dalam ayat {1} tidak menutup kemungkinan bagi Pihak diluar para pihak
dalam bentuk ikl*n dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan mernperhatikan
ketcntuan perundang-undangan yang berlaku.

)
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PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama,

Para Pihak menunjuk unit kcrja atau satusn kerja yang bcrtanggung jawab sebagai

penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIIIAK KESATU : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padangsidimpuan

JL Brigiend Katamso No.7 , Binear,

Padangsid.impuan Utara, Kota Padang

Sidempuan, Sumatera Utara

Telepon (0634) 4321475

PIHAK KEDUA : Kepala RRI Sibolga

Jl. Ade lnna Suryani Nasution No.11, Simare-

Mare, Kee. Sibolga Utara, Kota Sibolga

Telepon (0631) 22506

Email : rrisbg. lpu@gmail.com

2. Para Pihak dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan wajib mernberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7
(tujuh) hari kalender.

3. Selama per,nberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belurn diterima,
maka segala korespcndensi penyampaian infarmasi tetap menggunakan alamat

korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Pasal S

PEMANTAUAN DAN EYALUASI

1. Para Pihak sepakat melakukan pernantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Per.ianjian Kerja $ama ini secara berkala paling sedikit I (satu) kali dalam I (satu)

tahun.



P*sal I
PERUBAHAN

l. Setiap perubahan darlatau terdapat hal=hal yang belum dianr dan/atau belgm eukup

cliatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh para

Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pedanjian.

2" Bila salah satu Pihak akan mclakukan perubahan terhadap isi perjanjian ini maka

Pihak yang akan melakukan perubahan temebut harus memberitahukan kepada Fihak

lainnya selambat*lambatnya 45 {empat puluh lima} Hari Kerja se elum perubahan

temebut akan dilaksaaakan dan Pihak lainnya wajib mernberikan jawaban rertulis

dalam kurun waktu tersehlrt.

Pasal l0

PENYETESATAN PERSELISIHAN

1' Apabila di kemudian hari terjadi pcrbedaan penafsiran dan pcrs*lisihan dalam

pelaksanaan Ferjanjian Kerja Sarna ini, akan diselesaikan oleh para pihak secara

musyawarah untuk mufakat.

l.
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Pasal 11

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Fihak

dipertimbanglean kemungkiuan perubahan tempat dan

pekerjaan dengan persetujuan Para Fihak.

Yang termasuk$rce majeure. terdiri atas:

Bencana alam dan non-alam;

Kebijakan Pernerintah di bidang fiskal dan moneter; dan

Keamanan yang tidak mengijinkan.

atau,foree m*.f eure, dapat

waktu pelaksalaan tugas

8.
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Pasal 12

PENUTUT

1. Perjaqii$n ini dihnrat dar ditandatans&ai dalam rmgknp 2 (dua) asli, di atae kefras

benneterai eirtup, mmrpm5l*i kelru*tsn hukum )rang sarnq dan setiap Pihak

mmdcpetkan I ($atu) magkap asli.

PIITAKKESAtrT}"

Kep*la Dinas Komruikaci & tnfurmctike

PIHAKIffiDUA.

KepalsLPPRRI Sibotga


